WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 3 TAIIUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN TNFORMAS! DAN DOKUMENTASI

Menimbang

I 1LINGEUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 avar [5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 35 Tahun 2000
Tentang Pedoman Pengelolaan Layanan mformasi  dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Dacrak, perlu mengatur pengelolaan
layanan informasi dan dokumentasi yang dijadikan scbagai

pedoeman yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

balwea pejabat pengelela informasi dan dokumentasi pada
linglungan Pemerintah Daerah Kote Kupang, petla
mermiiiki pedoman  dalam  pelaksanean  Pengelolaan

Inlormsasi dan Dokumentasi;

keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk
ophimalisasi partisipasi dan penpawasan publik terhadap
penyelenggariian pemerintzhan dan badan publik lainnya
terkail kepentingan masyarakat fuas oleh karena itu
dipandang perlu untuk mewujudkan penyelengg: iaan tata
kelola mformasi dan lasanan mfsrmasi publik sang

profeai.cnal;



e

Mengingat

i

lahwsa herdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf o perlu menctapkan
Peratureanm  Walikara temtwng  Pedoman  Pengelolaan

Informasi den Dokumentas? d Lingkup Pemerintah Kota

Kupang;

Undang-Undang Nomoer S5 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Keotamadya Daerah Tingkat [ Kupang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 1996 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone.sia
Nomor 3633);

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
KEeterbukean Informasi Publik (Lembaran Negiara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lem baran
Negara Republik Indonesia Momor 5038},

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik {Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 5038}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara  Repubiik
Indenesia Talhun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5587) aebapaimana
telal diubah beberapa kai terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Taehun 2020 tentang Cipta Kera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2020 Nomor
442, Tambahan' Lembaran Negara Republik [ndonesin
Nomor G573);

Peraturan Mt;:nteﬁ Dalam Negeri Nomer 3 Tahun 2017
tentang Pedomean FPengelolaan Pelayanan Infiommast dan
Dokumentasi Kernenterian Dalam Negweri dan
Femerintahan Daerah Berita Nepara Republikc Indonesia
Tatun 2017 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kotz Kupang Nomor 13 Tabun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Peranglat Dacmah
Kota Kupang (Lemberan Daerall Kota Kupang Tahun 2016
Nomor 13, Tambshan Lembaran Daerah Kota Kupang
Nomor 273] sebagaimana telah diiibah bebempa kb
terakhir dengan Peraturan Daerah Kera Kupang Nomor'6



Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentulkan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota
Kupang (Lembaran Daerah HKota Kupang Tahun 2019
Momor 06, Tembahan Lembaran Daemh Kota Kupang
Nomaor 285);

Menetapkan  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDONMAN PENGELOLAAN
NFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  LINGK UNGAN
PEMERINT.AH KOTA KUPANG,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Batasan pengertian dan Definisi

Fasal 1

Dalam Peraturan walkota imi, yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Keta Kupang;

2. Pemerintesh Deersh adalsh Pemerintah Hota Kupang sebagei unsur
'pmyelenggaﬁ Pemerintghh Daerah yang memimpin pelaksanasn  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenanpan Kola Kb pang:

3. Informasi adalah keterangan, permvataan, gagasan, dan tanda -tanda
vang mengandung nilai makna dan pesan, baik data, falda maupun
penjelasannya yang dapat dilihat didenper dan dibace yang disajikan
dalem berbagai kemasan dan format sesusi dengan  perkembangan
tekmologi  indormasi dan komunikasi secara‘ glektronik staupun non-
elektronik,

4. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, peryusunan, dan
pencatalandokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.

5. Informasi Fublik adalab mformasi yang dihasilken, disimpsn, dikckhla, dikirim,
dan/atan diterima ecleh suatmu Badan Publik yang berkeitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negarse dan/aran penvelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang -
undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukasn nformasi Publik serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publilc.
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Pejpbat Pengelola Informaszi dan Dokumentasi yang selanjutnva disingleat
PHFID adalah pejabat yang bertangoung jawab  dalam  pengumpulan,
pendokumentasian, pen vimpenan, pemnelibararn, penvedigan, distribusi dan
pelayanan informasi o Lingkungan Pemerintah Koia.

Pelabat Pengelola Informasi dan Dolkumentasi Pembantu yeng selanitnya
disingkat PPID Pembantu adalah pejabat yang berlanggung jawab dalam
penpumpnlan, pendokumentas ian, pendinpanan, pemeltharaan, penyediaan,
distribuisi, dan pelayanan informasi pada Perangkar Daerah Kota Kupang.
Pengguna Informas: Publik adalah crang wang mengpunakan nformasi
publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundsng -undangan,

. Pemmohon Informasi Publik adalh warge negera danfarau badan hulowun

Indenesia yang me ngajukan permintaan informasi publik sehagaimana

diatur dalam peraturan perundang -undzngan.

BAB 1
AKSES INFORMAS|I DAN DOKLUMENTASI

Pasgal 2
Pemerintah Daerah scbapai badan publik melaksanakan pengelolaan
pelayanan mformast dan dokumentasi.
Informesi Publilc di ingkungan Pemerintah HKota bersifat terbuka dan dapat
dinrksee oleh settap Fengguna infiormasi Publik =erta dapat diperoleh
Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya tingan, dan
dapat diakses dengan mudah.
Informasi Publik yang dikecualikan i lingkungan Pemerintah Kota bersifat

ketat, terbatas dan rahesia sesuai dengan peraturan perunds ng-undangan,
kepatutan, dan keépentingan umum.

nformasi Publk vang dikecualiken didasarkan pada pengujian atas

konsekuensi yarg  tmbul apshbila suaty  informasi  diberikan  kepada
masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informesi
Publik dapat melndungi kepenlingan yang lebih  hesar danpada
membukative atau sebaliknva.

BAB M
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTAS]

Pasal 3
Pemerintahan Daerah vang terdiri dari unsur Pemerintah Kota Kupang dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang scbagai badan publik yang

melalkaanakan pengelolaan layanan informasi den dokumencasi.



BAB iV
HAK AN REWAJIBAN

Pagal 4

(1} Taopa mengesampingican FPeraturan Perundens-undangan yang mengatur

tentang keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kota berhak menclak

memberikan informasi yang dikecualikan.

2} Informasi vang dikecualikan sebagaimana vang dimaksud pada avat (1)
adalah : L

o,

[mlormasi  yang  berkaitan dengan proses pemerikssan penjatubhan
hukuman disiplin PNS;

[nfarmasi vang berkaitan dengan memorandum atau surat -suret amara
Permerintah Koa dengan Badan Publik lainnya yang menurut sifatnva
dirahasialan;

Informast yang berkaitan dengan memorandum atau surat -surat dari
Walikota kepada Pejpbat & linglamgan Pemenntah Kota sang menuorut
perintah atay silatnya harus dirahasiakan;

Informast vang berkaitan denpan kondisi kewangan Pemerintab Kota vang
tersimpan delam rekening Bank;

Informasi yang berkaitan dengan rencana awal pembelian dan pe njualan
aset vital milik Kota, serta pnjaman Kota;

Informasi yang berkaitan dengan rencana awal pembehan dan peniurlan
lanah atau properli serta penghapusan harang milik Kota;

Informasi yang berkaitan dengan rencana awal kebijakan investasi Kota;
dan/ atan

Informasi yang Tberkaitan dengen  dokumen pertanggunpgigwaban
keuangan seperti surat pertanggungiawaban  kenangan [SPJ),  tiket,

kuitansi, nota, tagihan-tagihan atau alat bukti pembeayaran lrinnya.

(3] Tidak termasuk infirmasi yang dikecualikan sebagaimana dimalksu d pada

(9
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ayat (2] buruf a apabila pihak vang rahasianya diungkap memberikan

persetu juan. tertulis.

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada

ayat {2] huruf b dan bhuruf ¢ kecuali atas putuzan Komisi Informasi atau
Pengadilan,

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2} hurof . huruf e, huraff dan hurof g apabila mendapat persetijoan
tertulis dari Walikata.



6 Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada
ayat () huruf h apabila pembukaan informasi dipergunakan untuk
kepentingan pemeriksaan perkara pidana.

Pasal §
1) Pemerintah Kota berhak menolak memberikan Informas: Publik apatila
tidak sesuai dengan peraturan perundang -undangan.
[2) Informasi Publik yang tidak dapat hberikan, sebaga imana dimaksud pada
ayat {1) adalah "
a4 informasi yang dapat membahavakan negara;
b, informasi yang berkaitan denpan kepentingan perlindungan usaha dari
persaingan usaha tidak sehat;
c. informesi yang berkaitan dengan hak- -hek pribadi;
d. informasi yang berkaitan 4 engan rahasia jabatan; danfatau

e Informasi yang belum dikuasal atau didokumentasikan,

BAEB ¥V
PEJABAT PENGELCLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pagal &

{1] Untuk mengelola pelayanan mformasi dan dakumentasi di hingkungan
Petnerintah Kota ditetapkan seorang Pejbat darni unsur perangkal daerah
sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

{2] PPID yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud peda miat (1) adalah
Kepala PRagian [ubungs:m Masvarakat dan  Protokol pada Seloretariat
Daexra h.

FPamal T

() PPID bertanggung jawab kepada Walilkora melali Sekretaris Daerah selakn
atasan FPID,

(2) Dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu cleh PPID Pembantu yang
beradzs di Ingkungan Satuan Kerja Perangkat Daecrah masing-masing.



Pzign] 8

(1} Untuk mengelola pelavanan informasi dan dokumentasi d lingkungan
Perangkat Dacrah ditetapkan seorang Peabat scbagai PPID Pembantu.

2 PPID Pembantu sebagaitnena dimaksud pada ayal (1) ditunjuk oleh
Pimpinan Peramgkat Daerah vyang selurang-kurangnye adalah Pejabat
Eselan IV di lingkungan Peranglkat Daerah vang bersangkutan.

3] PPID Pembaniu sebapgaimana dimaksud pada ayat (2] ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

FPasnl 9

PPID bertugas :

#. mengkoordinasikan  dan mengkonsolidasitan  pengumpulan  bahan
miormagidan daokumentasi dari PPID Pembantu;

b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memben pelayanan
informasi kepada publilc

¢. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

d.melaloukan uj konseluensi atas mformasi yang dikecualikar

e melakukan pemutalkchiran informaesi dan dokumentasi; dan

f. menyediakan informasi dan dekumentasi untuk diekses oleh masvaralat.

Pasal 10

Dalam rangka melaksanalkan tigas sebagaimana dimaksud dalam Pasal §,

FPPID herwenang:

a, menolak membernkan informasi yang dikecualikan sesuai  dengan
ketentusn peraturan perundang -undangan:

b. meminta dan memperoleh informas dari unit kerja/kemponen/ satuan
kerja vang menjadi cakupan kerjanys;

¢ mengkoordinasikan pemberian  peavanan  informasi dengan FFID
Pembantu dan/atau Pejgbat Fungsional yang menjadi cakupan kerjauya;

d. menentukan atau menetapkan suaty nformasi dapat/ftidaknya diakses
oleh publik; dan

e. menugagkan FPPID Pembantu untuk membuat. mengumpulkan, seta

memelihara informasi dan dolkumentasi untuk kebumhan organisasi.
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Pasal 11

{I) PPID Pembentu bertugas membantu PPID melakesnaken ketenluzm
sebageimena dimaksud dalam Paesal 8 dan Paazl 9.

2} PP Pembanty menyampaikan infurmasi den  dokumentasi kepads
PPIDeecars berkals dan sesuai kebutshan:

(3} PP} Pembanru delam melaksanakan rugesnys  berrangsungiawab
kepada PRID.

BABE V1
TATA KERJA
Pasal 12

Dalim melaksanakan rugasnya PPID dan PPID Pembaru wajib menerapkan
prinsip koordinasi. integrasi dan swinkranisast badk dalam Ingkungen masing-
masSing maupun amar sattan oganiasi di lingkungan Pemerintah Kota
sertn dengan instansl lain sesuai dengan tugas masing-masing,

Fasal 13

Seitap Pimpinan SKPD wajib mengawasi PPID Pembantu yang herada di
inglungannye masing-masing dan bk terjadi  penyimpangan sgar
meng: imbll  lapgkah-lanpgkah yvang diperlukan  sesuni dengun ketentuan
peraturan perundang-undanpgan yang Lerlaku.

Paxal 14

FPID bertanggunglawab memimpin dan mengkoordinasikan PPID Pemizanty
dan memberikant arahan, bimbingan serla petunjuk  -petuniuk  hagi
pelaksanaan tugas PPID Pembantu,

Pasal 15

Setiap PPID Pembantu wajibh mepngikuti dan mematuhi arshan, himbingan,
petunjuk-petunjunk  dan  bertanggungjawab  kepada PPID.  serta  wajib
menvampaikan  informasi dan dokumentasi secara berkala kepada PFID
sesual denpan kebutuhan dan tepat pada wakton a.

Fazal 16

Dalam menyampaikan informasi dun dokumentasi kepada PPID sebapaimana
dimaksnd dalam Pazal 14 setbp PPID Pembantu berkewgjiban pula

menyampaikaan tembusan  laporan  infermasi dan  dokumentasi  kepada

punpinan Perangkar Daerah masing-masing.



DA VT
PEMOHON INFORMASI DAN DOEKU MENTAS!
Pasel 17

Pemohon informasi dan dokumentasi melipuri
a. Perseurangeamn;

b. Kelormnpok Masyarakat;

¢. Lembaga Swadava Masyaraksat ;

4. Oreanisasi Masyarakat,

¢. Partai Politik; atau

i. Badan Publik lainnya.

Pasal 18

Pemohon  informasi dan dokumentasi kepada Pemerimtah Kotz harus

memenuhi  persyaratar:

d. mencantumkan identitas yang jelas;

b mencantimmkan alamal dan neenor ®lepon yang jelas;

. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan  dokumentasi vang
dibutuhkan: dan

d. mencantumkan maksud dan tujuan  permohenan  informasi dan

dokumenta=i.
Pasal 19

Segala biaya yvang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi di  lingkungan Pemerintah Kota dibebankan pada Anggaran
Pendapaian dan Belanja Daérah



A8 Vil
I{ETENTUAI*.I PENUTUP
Pasal 20
Peraruran i mulai berlaku pada tanggal diL;ndangl-:a_n.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempetRnnya dRlam Benta Daerah Kota Kupang.

Ditetaplkan di Kuprog
pada tanggal 13 Juli 2:12

r WALI K{}T)}; KIUPANC,

Lg,JE:FIRSTEﬂM R. RIWL KOH h:jh

Diundangkan di Kupang
pada tengpa! B Jul 2022

b,qSEERETARIS DAERAH KOTA I{UFAHG]'L

HERITA NAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 61i
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